
GUBERNUR JAWA TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2005 
tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

JDIH3
Typewritten text
21



2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416);

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 
109);

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengan Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2004 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 
2003 Nomor 142);

23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 
Seri D Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 
Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 40);

25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 83 Seri E Nomor 10);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 
2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung 
jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta 
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah;
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27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun
2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2004 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun
2003 Nomor. 143);

28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun
2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Propinsi 
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI 
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.865.391.191.285,00

2. Dana Perimbangan Rp 789.076.686.943,00
3. Lain-lain Pendapatan

Yang Sah Rp 229.132.00

Jumlah Rp 2.883.599.

B. BELANJA

1. Belanja Aparatur Daerah

a. Belanja Administrasi

Umum Rp 544.152.979.737,00

b. Belanja Operasi dan

Pemeliharaan Rp 212.077.005.467,00
c. Belanja Modal Rp 64.588.991.259,00
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2. Belanja Pelayanan Publik
a. Belanja Administrasi

Umum . Rp 113.656.344.859,00

b. Belanja Operasi dan

Pemeliharaan Rp 476.970.888.654,00

c. Belanja Modal RP 185.725.799.125,00

3. Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan RP 923.609.575.982,00

4. Belanja Tidak
Tersangka RP 51.772.773.825,00

Jumlah Rp 2.572.554.358.908,00

Surplus Rp 311.045.519.320,00

C. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Rp 383.377.361.060,00

2. Pengeluaran Rp 694.422.880.380,00

Defisit (Rp 311.045.519.320,0(

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, 
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, 
Lampiran IX dan Lampiran X merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa 
Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR
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